BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perbankan dikenal adanya istilah character (watak),
capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan) dan condition of
economic (kondisi atau prospek usaha). * Meskipun bank tidak wajib meminta
jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut
menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan,
yaitu jika debitur wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat
dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya
jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur dapat
membayar utangnya dengan cara kreditur menjual benda yang menjadi jaminan
atas utangnya. Hukum Jaminan dalam kegiatan perekonomian masyarakat di
suatu negara merupakan hal yang sangat signifikan, mengingat adanya Hukum
Jaminan yang pasti merupakan salah satu indikasi untuk mempercepat
pertumbuhan perekonomian, karena bank (kreditur) sebagai penyedia dana
sudah tentu memerlukan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai ketika
mengucurkan kredit kepada perorangan (individu) maupun perusahaan
(korporasi), bahkan keberadaan Hukum Jaminan yang kuat serta memberikan
kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para

pelaku bisnis.



Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi
pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan
(baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang
harus dipenuhi calon debitur jika ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan
modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka
pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan
yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi
kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman
dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat
pada waktunya.

Lembaga jaminan diperlukan terkait dengan adanya jaminan di dalam
perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Salah satu lembaga jaminan yang
sering digunakan adalah lembaga Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi
Jaminan Fidusia). Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijaminkan
tetap berada di dalam kekuasaan pemilik, yaitu pihak debitur.

Jaminan Fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya,

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
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Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,
LN.170, TLN.4005. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudensi
dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin kepastian
hukum, terutama bagi pihak kreditur. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib
dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Jaminan Fidusia. Benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan
akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran
Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penerima
fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur
wanprestasi. Pendaftaran tersebut dimaksudkan supaya kreditur mempunyai hak
didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan
hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap
mengikuti obyeknya ditangan siapapun benda tersebut berada (droit de
suite) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret, bahwa
yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan
sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji
fidusia menjadi terdaftar dan yang bisa menjadi milik penerima fidusia,
sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang
diberikan  lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak
ketiga.’

Kreditur dalam melakukan proses kredit atau pinjam meminjam, tentu
saja ingin segera mendapatkan perlindungan atas kredit yang telah dicairkan.

Perlindungan tersebut dengan mendapatkan atau memegang serifikat Jaminan
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Fidusia atas obyek yang dijaminkan yang namun pada prakteknya, proses
pendaftaran tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan debitur
apabila debitur ingin menarik obyek yang dijaminkan dengan fidusia tersebut.
Permasalahan akan lamanya proses pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut selain
meresahkan kreditur, juga meresahkan Notaris karena harus menunggu lama
sampai proses pendaftaran selesai.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham) pada tanggal 5 Maret 2013 lalu berdasarkan keluhan
tersebut telah meluncurkan sistem fidusia Online. Sistem pendaftaran secara
online ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan
pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, sistem fidusia
online juga segera diluncurkan mengingat dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan
Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan
pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan
Fidusia.

Hal ini menyebabkan pendaftaran fidusia semakin meningkat secara
signifikan. Sistem baru ini diharapkan supaya proses pendaftaran fidusia tidak
lagi lama dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yaitu misalnya
korupsi (KKN), karena didalam melakukan pendaftaran sertifikat hanya dapat
diakses oleh Notaris yang bersangkutan dengan PIN (Personal Identity Number)

dan user ID sehingga interaksi dengan petugas hampir tidak ada.



Sesuai dengan penjelasan tersebut, perjanjian fidusia secara akta notariil
tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik.
Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak
preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas
dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus
mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan
benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia
dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite. Praktek
yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan
mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam
akta notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia
dibawah tangan.

Kendala-kendala tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek
penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya
berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti
pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia. Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk
perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, manakala di lapangan
sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan
wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penyusun ingin mengkaji dan
menuangkan masalah masalah kekuatan hukum perjanjian fidusia dengan akta

dibawah tangan berikut perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian kredit



dengan jaminan fidusia yang didaftarkan secara online berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan

Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, dalam bentuk penulisan hukum dengan

judul : Kekuatan Hukum Pendaftaran Fidusia Secara Online Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Bagaimanakah perbandingan pendaftaran fidusia yang dilakukan langsung
ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan pendaftaran secara online ?

2. Apakah pendaftaran fidusia secara online tersebut memiliki kekuatan hukum
mengikat khususnya apabila debitur wanprestasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan
yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan pendaftaran fidusia yang
dilakukan langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan pendaftaran secara
online.

2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum pendaftaran fidusia
secara online khususnya apabila debitur wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:



1. Dapat memberikan gambaran tentang pendaftaran fidusia yang dilakukan
langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan pendaftaran secara online.

2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan
teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan
dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu peneliti harus
mempergunakan metode penelitihan yang tepat, karena hal tersebut sangat
diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis
terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah
mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang
dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua
macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini

dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang



bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi
2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), vyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum.”
1.5.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam
penelitian ini permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.’
1.5.3 Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan—catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan—putusan

hakim.® Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016,
him.93
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a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

¢) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk
dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, Undang-undang,
dan situs-situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan
dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan
melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan
perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan
berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan
dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang
kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum
ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil
penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secra sistematis berdasarkan pada
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum.

Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok



permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu
suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang
dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :
a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan.’

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. llmu hukum sebagai ilmu yang bersifat
preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu
terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah

tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis

maupun yang untuk kajian akademis.
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